PERATURAN DPAERAH KABUPATEN INDRAGIRIHULU
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa urusan pemeriniahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Dacrah berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3§ Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintzhan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Dccrah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d:lam
huruf 2 perlu membentuk Peraturan Daerzh tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomwor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat Il Indragin Ililir dengan mengubah Undang-undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkurgan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Nepgara
Republik Indonesia Tiahun 1965 Nemor 49, Tambahan Lerrbaran
Negira Republik [ndonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 53 Tehun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaien Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kanimun,
Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Daerah
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3|, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4274);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pemundang-undangan (Lembaran Daersh  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintihan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambzhan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undlang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang MNomeor 32 Tahun 2004 tenmng Pemerinhan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang ....ccucuivuen



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per:mbangan
Keuangan antara Pemerintaban Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lemba-an Negarz Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indoresia Nomor 4438).

7. Pereturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembugian
Urusan Pemerintshan antara Pemerintah. Pemerintahan Dazerah
Provinsi, dan Pemerimtanan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaian Negua Republik Indonesia Nomar 4737 );

8. Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4393);

9  Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentanz Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Newara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
%9, Tambahan Lembaran Nevara Republik Indonesia Nomor 47+ 1),

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 lentang

Paloman Tata Cara Mengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintah
aerah

Dengan persctujuan bersama

DEWAN PERWAIKILAN RAKYAT DAERPAH KARLPATEN INDRAGIRI HULL
Dian
BUPATI INDRAGIRL HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

HAR

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Lad

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemcrintah adalah Presiden Republik Indonesio yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimiksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943,

Pemerintahan Daerah, adalah penyelenguaraan urusan pemenntahan oleh Pemenntah
Daerah dan DPRD menurut asas ctonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945,

Daerah Otonom, selaniutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Indragiri Hulu yamu
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah vang berw:nang
mengatur dan mengurus arusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masysrakat dalam sistem Negara Kesutuan
Republik Indonesia,

O:onomi dae-ah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengan - dan

mengarus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,

5 Dewan



Dewan Perwakilan Rakyar Daerabh vang selajjutya disebut DPRD adalab lembaey
perwakilan rakvat dae-ah sebagai unsur pervelenggara Pemernintahan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu,

 Pemerintah Daerah, adalab Bupat Indraginn Hulu beseria Perangket Daerah sebazai unsur

penyelenseara Pemerimahan Daerah Kabupaten Indregin Hulu;

Bupati adalah Bupan Indragim Hulu,

-~

Urusan pemerintahan adalah fangsi-fungsi pemerintahan yang merjad hak dan kewajiban
setiap tinghatan dan'atuu susunan pemerintahzn untuk mengarur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut  yang  menjadi kewenangannya  calam  rangks  melindungi  melayvani,
riemberdayakar. dan menvejahterakan masvarakat,

9 Kebijakan Nasional adalah serangkaien aturan yang dapat berusa norma, standar, prosedu;

danfatau kriteria vang ditetapkan pemermtah sebauai pedoman penvelengeara urusan
pemerintaban,

BAB I
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

Pasgal 2

(1) Dalam menjzlan<an otonom daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemrerintahan
vang menjadi kewenangan daerah,

(2) Urusan Pemerintahan sebagaimara sebagaimana dimaksuc pada avat (1) terdin atas
Jrusan wajib dan wrusen plihan

Pasal 3

{11 Lirusan wajih sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 2 ayar (2) adalah urusan pemerintah vany
wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daersh yvang berhubangan cengan pelayanan casar;

(2)  Urusan waj'b sebagaimane dimaksud pada avat (1) meliputi bidang
4. Pendidkarn
b.

Kesehatan,

¢ Lingkungan [lidup.

d. Pekerjagan Umum.

¢ Penataan Ruany

P Perencanaan Pembangunan

v rermabial

b kKesvmuodann dan U ahragn

o Penanaman Modal

b Ruperast dan Usaog Kectl dan Menenuzan
k. Kependudukan don Catatan Sipil

| Ketenagakerjaan

m. Ketahanan Panzan

. Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

0 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

o Perhubungan

g Komunikasi dan Informanka

r Pettanahan.

s Kesatuan Banesa dan Politik Dalam Nevert

t. Otonomi Daerah. Pemenntaban Umun, Administas) Reuanzan Daeiah, Peraneka
Dezerah. Kepeszawaian dan Persandian

u. . Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

v Sesal

w' kehudayann



Kebudayaan.
Statistik.
Kearsipan, dan
Perpusatakaan,

Byl &

Payal 4

{13 Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aval (2) adalab wiusan pemerintaban
vang secara nyata ada dan berpotensi antuk meningkatkan kese ahtzraan masyarakat sesvai
dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

{2)  Urusan Pilihan sebazaimana dimaksud pada avat (1) meliputi -

Perikanan;

Pertanian;

Kehataran,

Energi dan Sumber Daya minaral;

Pariwisala,

T oLy OO

= F

Irvduistr
Petdaganean, dun
Ketransmigrasian

o= I

Pasal §

Rircian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud calam Pasal 3

ayat () dan Pasal 4 ayat (Z), diatur dalam lampiran vang merupakan satu Kesatuan cengan batang
whuh perauran deerah ini

Pacal 6

Penyelenggarzan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajb maupun piliban serpedoman pada
norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintak

Pasal 7

Peayelenggaraan urusan wadjib sebagaimana dimaksud dalam Pasel 6 juga berpedoman pada
standar pelavanan minimal yang ditetapzan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Rincian dari mas:ing-masing bicang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dyadikan pedoman dalam :

1. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah,

h.  Penetapan organiszsi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah:

: Penempatan personil sesuai dengar kompetensi yang dibutshkan untuk melaksanakan
urusan pemerintahan;

“enelapan prioritas penyusunan parencanaan pembangunan daerah;

Penstapan alokas »1aya dalam APBD;

Penilalan Kinena, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan stonomn daerah
Penvosuran laporn penvelenggarasn pemerintahan daerah kepada pemenntah, aporan
keterangan  pertanguungiawaban kepala daerah kepada DPRD din miormass laporan
pervelenuuaraan pemerintahan decrah kepada masyarakat.

o

T T

BAalR I
PEMYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 9

Dalam menyelengzarakun urusan pemerintaban daerah yang berdasarkan keiteria pembaglan
ususan pemerintahan vange menjadi kewenzneannya, Pemerintah Kabupaten Indragini Hulu dapat
& Menyeenggarakan sendin atau |

b. mehmpahkan ...,



Melimpahkan sebagian wurusan pemeriinahan tersebur kepada Kecamatan/ Kehlmh.m
berdasarkan asas tugas pelimpahan unusan pemerintahan

Penyerahan sebahagian kewenangan pemerintah dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan
Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku

BAR IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peratwran Dacrah it mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
dierbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Indiagiri Hulu yang mengatur penyelenggaraan
urusan pemeriniahan Kabupaten Indragiri Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali
vang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah i

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur tentang penjabaran Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pzmerintah Kabupaten Indragiri Hulu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setizp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam
1.¢embaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetaplkan di Rengat
pada tanggal 7 Tavemher 2003

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. MUJTAHID THALIB

Diundangkan di Rengat
puda tanggal 7 Neveaber 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA NENINDRAGIRI HULLL,

ttd

SY
PEMBIXA UTAMA MADYA
NIP. 010078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 15
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